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BUPATI GOWA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERAWRAN BUPATI GOWA 
NOMOR )2 TAHUN 2018 

TENT ANG 

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH Dl 
LINGKUNOAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOWA, 

Menimbang. a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 

ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendaltan lntem Pemenntah, kepala 

Perangkat Daerah wajrb melakukan pcntlaian risiko; 
b. bahwa da!am rangka penmgkatan kuahtas penerapan 

SPlP, drperlukan pedoman pemlaian neikc yang dapat 

digunakan untuk menyusun dokumen pemlaian ris1ko 

sebagai pengendalian atas kegtatan utama pada seluruh 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 
c. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana 

Mengingat 

dunaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Pemlaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepubHk 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Drui 
Korupsr, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan 

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3851); 



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234t; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 

ten tang 

Repubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana 
telah dtubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara RepublLk Indonesia 
Nomor 4890); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 I 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa 
Tahun 2016 Nomor 11). 



Menetapkan 

MEMUTUSKAJII : 

PERATURAII' BUPATI GOWA TEl'fTANG PEDOMAN 

PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI 

LJNGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUJ4 

Paaal 1 

Dalam Peraturan Bupati mi, yang drmaksud dengan · 

I. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagru unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memirnpm 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom 

3. auceu adalah Bupau Gowa. 
4. Inspektorat adalah Jnspektorat Kabupaten ocwe. 
5 lnspektur adalah Kepala lnspektorat Kabupaten Gowa 
6. Aparat Pcngawasan Intern Pcmcrintah Dacrah yang 

eetanjutnya dismgkat APIP Dacrah adalah Inspcktorat 
yang mcmpunyai tugas pokok melakukan pengawasan 
terhadap pe\aksanaan urusan pcmenntahan di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

7. Sietem Pengendalian Jntem Pernenntah yang 
selanjutnya dismgkat SPIP adalah sistem pengcndalian 
intern yang drselenggarakan secara menyeluruh di 
lingkungan Pernerintah Daerah 

8. Pemlaian Risiko adalah kemungkman kejadian yang 
mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran 
Perangkat Daerah. 

9. Anahsis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko 
yang telah tertden tifikaai dalam rangka mengesttmasi 
kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya 
untuk menetapkan level atau status nsrkcnya. 

10 ldentifikasi Risrkc adalah proses menetapkan apa, 
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana scsuaru dapat 
terjadr sehingga dapat berdampak negatif terhadap 
pencapaian tujuan 

11. Rcncana Tindak Pengendalian yang selanjutnya 
dismgkat RTP adalah uraian tentang kegiatan 
pengenda\ian yang akan dttakukan oleh Perangkat 
Dae rah. 

12. Reviu adalah pcnelaahan u!ang bukt1-bukti suatu 
kegratan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebul 
telah dilaksanakan eesuar dengan ketentuan, standar, 
rencana, atau nonna yang telah ditetapkan. 



13. gvaluasi adalah rangkaian membandmgkan basil atau 
preetesr suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau 
yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 
kegiatan dalam mencapai tujuan; 

14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjumya disingkat RKA adalah dokumen 
pcrencanaan dan pcnganggaran yang berisi rencana 
pcndapatan, rencana betanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah eerta rencana pembiayaan sebagru 
dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanje 
Daerah 

BABU 
MAKSUD DAN TUJUAif 

p ... 12 

(l) Peraturan Bupati mi dimaksudkan sebagai acuan bagi 
pejabat/seluruh pegawai Pemerintah Daerah untuk 
melakukan Penilaian Risrko pada seuap Perangkat 
Dae rah 

(2) Peraturan Bupati rru bertujuan: 
a mengantisipasi dan menangaru segala bentuk 

ristko secara efekttf dan efisien; dan 
b. mengidentifikaar, menganahsis, dan mengendahkan 

nstko serta memantau akttfitas pengendahan risiko 

BABm 

PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO 

Ba1lan KeAtu 

Penyuaunan Dokumen Penilalan Riaiko 

PaAl 3 

(I) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian 
Risrko. 

(2) Penilruan Risiko sebagrumana dunaksud pada ayat (I), 
dilakukan dalam bentuk: 
a. penyusunan dokumen Pcnilaian Risiko 

Perangkat Daerah; 
b. pe\aksanaan kegiatan pcngendahan yang ada 

dalam dokumen rencana trndak pengendahan, 
dan 

c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian 
yang ada dalam dokumen rencana tindak 
pengendalian. 

(3) Pemlaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dtu tarnakan pada kegiatan utama yang memiliki peran 
besar pada pencapaian sasaran utama Perangkat 
Dae rah 

(4) Penyusunan dokumen Penilaian Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan 
bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA 
yang dimulai dengan terbitnya surer edaran dari Bupat1 
lentang pcdoman penyusunan RKA. 



Pasa.l 4 

Dalam hal pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1), kepala Perangkat Daerah 
menetapkan: 
a. tujuen Perangkat Daerah; dan 
b. tujuan pada tingkatan kegratan 

Panl5 

(1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 4 huruf a, memuat pemyataan dan arahan 
yang spesrfik. terukur, dapat tercapai, realiens, dan 
terikat waktu. 

(2) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), wajtb dikomunikasikan kepada seluruh 
pegawai. 

(3) Untuk mencapai tujuen Pcrangkat Daerah 
sebagaimana drrneksud pada ayat (I), kepala 
Perangkat Daerah menetapkan: 
a. strategi operasional yang konsisten; dan 
b. strategi manajemen terintegraai dan rencana 

Penilaian Risiko 

Panl 6 

Penetapan tujuan pada tingkaran kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling sediku 
memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
a. ben.lasarkan pada tujuan dan rencana strategis 

Perangkat Daerah, 
b. mengandung unsur kriteria pengukuran; 
c. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; 

dan 
d. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalarn proses 

penetapannya 

Pasal 7 

(I) Pemlaian Rtsiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (I), terd1ri atas: 
a. Identifikast Risiko; dan 
b Analisis Ri.siko. 

(2) ldentifikas1 Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat j I) 
hurufa, paling sedikit dilaksanakan dengan 
a. menggunakan metodologi yang sesuar untuk tujuan 

Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan 
kegiatan eecara kornprehensrf; 

b menggunakan mekameme yang memadar untuk 
mengenali risiko dari faktor ekstemal dan faktor 
internal; dan 

c. memlai faktor lain yang dapat meningkatkan ris.ko. 
(3) Anahsis Risiko sebagaimana drmakeud pada ayat (I) 

hurufb, dilaksanakan unruk menentukan dampak dari 
nsiko yang telah diidentilikasi terhadap pencapaian 
tujuan Pcrangkat Daerah. 



Pasal 8 

Kepala Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian 
dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima 

Pasal 9 

(I) Rrsiko yang telah diidenufikasi dan dianalisis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 
dilanjutkan dengan menyusun rencana tapak tindak 
pengendalian 

(2) Penyusunan rencana tapak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), untuk memimmalkan munculnya rtstko 
dan dampak yang dihasilkan 

Paaal 10 

(J) Kegratan identifikasi tujuan. ldenbfikasi Risiko, dan 
penyusunan RTP, akan menghasilkan dokumen 
Pemlaian Risiko yang terdiri dari: 
a. daft.ar tujuan; 
b daftar risiko, dan 
c. dokumen RTP 

(2) Draft dokumen Penilaran Risiko sebagaimana 
drmeksud pada ayat (1), merupakan salah satu 
kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan 
kepada tim anggaran Pemenntah Daerah. 

(3) lnspektorat melakukan Reviu atas draft dokumen 
Penuaran R1s1ko sebagatmana dimaksud pada ayat (1), 
berssmaan dengan Reviu atas RKA. 

(4) Hastl Reviu dan Inspektorat scbagrumana dimaksud 
pada ayat (3), dnadtkan bahan untuk memperbruki 
draft dokumen Pemlruan Rtstko yang drsusun oleh 
Perangkat Daerah. 

(.S) Draft dokumen Penila.an Risiko eebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat diperbaiki sesuru 
dcngan pengesshan rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah menjad, Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah 

Ba1lan Kedua 
Penyerahan Dokumen PenUaian Ri•iko 

Pasal 11 

(I) Dokumen Pemlaian Ris,ko yang telah ditandatangam 
oleh kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada 
Bupan melalut lnspektorat. 

(2) Penyerahan dokumen Pemlaian Ristko sebagaimana 
dimaksud pada ayat {1), dilaksanakan pada saat 
penandatanganan dokumen perjanjian kmerja kepala 
Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 
(satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran 
drterima oleh kepala Perangkat Oaerah. 

Ba1ian Keti1a 
Pelakaanaan Rencana Tlndak Pencendalian 

Paaal 12 

Dokumen Penilruan Risiko harus segera dtkomurrikasrkan 
kepada sebap pegawai pada Perangkat Daerah 



Paaal 13 

Kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen RTP 
menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama Perangkat 
Daerah 

Paaal 14 

Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah, dapat 
dfperbarki sesuai dengan· 
a. haail pemantauan dan Evaluasr oleh kepala Perangkat 

Daerah; 
b. hassl Evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh lnspektorat; 
c. pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan Perangkat 

Daerah yang dilakukan oleh mstansi yang berwenang; 
dan 

d. sebab lainnya yang sesuai ketentuan dan kebutuhan 
Perangkat Daerah. 

PaaaJ. 15 

Pedoman penyelcnggaraan Penilaian Risiko pada 
Perangkal Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 tercantum dalam 
Lamprren yang merupakan bagian tidak terprsahkan dan 
Peraturan Bupati mi 

BAB IV 
KELEMBAGAAN PENILAIAN RISIKO 

PaNl 16 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan Penilruan RiSlko, kepala 
Perangkat Oaerah bertindak sebagai penanggung jawab 
kegraran Penilaian Risiko. 

(2) Sekretaris/kepala bagian pada Perangkat Oaerah 
sebagai koordmator pelaksanaan kegiatan Penilaian 
Rtatko 

(3) Setiap kepala Perangkat Oaerah melakukan pemantauan 
dan Reviu untuk memastikan bahwa dokumen RTP 
telah sesuai rencana dan sepanjang drperlukan dapat 
dilakukan perbaikan. 

BABV 
PELAPORAN DAN EVA.LUA.SI 

Pual 17 

(I) Perangkat Daerah wajib membuat laporan pe\aksanaan 
RTP. 

(2) Laporan pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat 
palmg lambat akhir bulan februan pada tahun 
benkutnya 



Pasal 18 

(1) Pelaksanaan RTP dievaluasr oleh Inspektorat. 
(2) Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana 

dimaksud pada ayat {I), drsampaikan kepada Bupati 
dan kepala Perangkat Daerah. 

(3) Tata cara Evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), menggunakan pedoman 
Evaluasi penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan 
melalui Keputusan Jnspektur 

BABVI 
SANK.SI ADMINISTRA.11F 

Puol 19 

(I) Perangl<at Daerah yang tidak membuat laporan 
pela:ksanaan RTP sebegaimana dimaksud dalrun Pasal 17 
diben Sanksi Administrattf, 

(2) Sanksi. Administrattf � dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 
a teguran lisan; 
b teguran tertulis 

BAB VD 
PEMBIAYAAN 

Paul20 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati 
mi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Gowa. 

BABvtn 
KETENTUAN PENUTUP 

Paaal 21 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal drundangkan 
Aga, setiap mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturart Bupati nu dengan penempatannya 
dalam Benta Daerah Kabupaten Gowa. 

Ditetapkan di Sungguminasa 
pada tangga.1 2 IU1 201'1 

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL 

Diundangkan di Sungguminasa 
pada tanggal 2 Mei �011:1 

BERJTA DARRAH K.ABUPATEN GOWA TAHVN 2018 NOMOR 32 



IAMPTRAN 
PERATURAN BUPATl GOWA 
NQMOR 32 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PENJLAIAN 

PERANOKAT DAERAH 
PEMERINTAH DAERAH. 

RISIKO PADA 
DILINGKUNOAN 

PEDOMAN PENU.AIAN RlSIKO PADA PERANGKAT 
DAERAH DI L!NGKUNOAN PEMERlNTAH DAERAH 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Ststem 

Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagtan ketiga Pasal 
13 ayat (1) yaitu Pimpinan lnstansi Pemerintah wejtb melakukan 
penilaian risiko, dan 

2 Dalam rangka peningkatan kuahtas penerapan SPIP drperlukan 
Pedoman Penilaian Riatko yang dapat digunakan untuk 
menyusun Dokumen Pemlwan Risiko sebagai pengendalian atas 
Kegiatan Utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemenntahan Kabupatcn Gowa. 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman 
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagar acuan bagi 
pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, srstem dan 
prosedur yang terkatt dengan penerapan Penilaian Rteiko di seluruh 
di Jmgkungan Pemerintahan Daerah. 

C. Tujuan dan Manfa.at Pencrapan Penilaian Rrstko 
1. Penerapan Pemlaian Rtsiko di lingkungan Pemerintahan Daerah 

bertujuan untuk: 
a. Mengant1sipas1 dan menangani segala bentuk risiko eecara 

efekuf dan efisien; 
b Mengidentifikasi, mengukur, dan mengendahkan risiko 

serta memantau kinerja Penilaian Ristko, dan 
c. Mengintcgrasikan proses Pcm!wan Rieiko kc dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja dt Perangkat 
Daerah. 

2 Manfaat penerapan Penilaian Risiko: 
a. Menghmdarkan terjadinya hal-hal yang tidak drharapkan 

dalam bentuk: 
I) keluhan maupun keberatan dari para pemangku 

kepentmgan {stakeholder) ter-utama masyarakat Kabupaten 
Gowa atas Kegiatan Perangkat Daerah; 

2) timbulnya penyimpangan yang dapat dspermaealahkan 
olch tntuusr penegak hukum, mtansi pemeriksa, APIP, atau 
LSM; 

b. Mcningkatkan mutu/kualitas kmerja Perangkat Daerah; dan 
c. Mcningkatkan efisiensi dan efektivrtas pcnggunaan sumber 

daya Perangkat Daerah bag! pencapaian sasaran/tujuan 
Perangkat Daerah. 



e. Dokumen Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang 
dlhasilkan dimasing-masing unit kemudran dibahas di 
tingkat punpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan 
pcrbaikan; 

f Dokumen Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang 
sudah dipe.rbaiki ditandatangani olch masing-masing 
pejabat eselon Ill dan kepala Perangkat Dacrah, dan 

g. Dokumen Daftar Tujuan (hf'rsama dcngan Daftar Rtsiko 
dan Dokumen RTP) mcrupakan saJah kelengkapan atas 
Dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada 
TAPD. 

B. Tahapan Penyusunan Daft.ar Risiko atas Kcgiatan Utama 
Perangkat Daerah. 
Kegiatan pada tahapan mi akan menghasilkan Daftar Risrko 
atas Kcgiatan Utama Perangkat Daerah sebagaimana Format 2. 
Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat 
Daerah terchn dari kegiatan: 
1. Mengidenufikasi risiko yang dihadapi dalam Kcgiatan 

Utama Perangkat Daerah. 
Idermfikast rtsrko adalah proses menetapkan apa, dimana, 
kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, 
sehingga dapat berdampak negauf terhadap pencapaian 
tujuan/sasaran Perangkat Daerah atau rujuanysasaran 
Kegiatan Salah satu aspe.k pentmg dalam idennfikasr 
riaiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya. 
Data risiko dapat diperoleh melaluu 
a Dokumen hasil pcmeriksaan oleh BPK dalam beberapa 

tahun terakhir; 
b. Dokumen hasil pengawaaan oleh BPKP dalam beberapa 

tahun terakhir; 
c. Dokumen haS1! pengawasan oleh lnspcktorat 

Provinsi Sulawesi Selatan/Kabupaten Gowa dalam beberapa 
tahun terakhrr; 

d. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum, 
e. Laporan masyarakat (LSM); dan 
f. lnfcrmasr dan pegawai dr SKPD yang 

bersangkutan 
Langkah kerja idenhfikasi risiko 

Kepala Perangkat Daerah sebagai pcnanggung jawab penerapan 
Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada 
seluruh pejabat struktural dr bawahnya untuk menyusun Daftar 
Risiko atas kegratan di masing-masmg unit· 
a Kegiatan penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di 

masing- masing unit di\akukan dengan melibatkan sebanyak 
mungkin pen;onil di masing-masing unit yang memahami 
Kegiatan Utama Perangkat Daerah; 

b Mekamsme penyusunan Daftar Risiko atas Keg,atan di 
masing-masing unit diutamakan melalut Focus Group 
Discusio,z (F'GD); 



c. Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang drhaailkan di 
masing-masing unit ditandatangam olch masing-masmg 
Pejabat cselon 111 untuk drkumpulkan di Sekretaris /Kepala 
Bagian pada Perangkal Daerah; 

d. Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan 
di masmg-masing unit kemudran drbanas di bngkat 
pimpman Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan; 

e. Dokumen Daftar R1siko ates Kegiatan Utama yang 
sudah drperbaiki ditandatangam oleh masing-masing pejabat 
eselon III dan kepala Perangkar Daerah; dan 

f. Dokumen Daftar Rraiko (bcrsama dengan Daftar Tujuan dan 
Dokumen RTP) merupnkan salah keiengkapan atas Dokumen 
RKA-PD yang discrahkan kepada TAPD. 

C. Tahapan Penyusunan Dokumcn Rencana Tindak Pengendalian 
(RTP) Tahap penyusunan Dokumen RTP adalah t.ahap menuangkan 
rencana tindak dalam suatu dokumen yang 
mcmperlihatkan prioritas penanganan nsrkc yang dihasrlkan dari 
tahapan sebclumnya. Tahapan ini terdiri da.ri kegiaran. 
1. Menganalists ns1ko yang tendenufikasi. 

Risiko yang dihasilkan dari tahapan identifikasi rie.ko 
sclanjutnya dtlakukan analisis nsiko. Anahsis risiko 
untuk mengetahui Jevel/tingkat risrko yang drhaeilkan dari 
besaran kemungkinan terjadmya risiko dan dampak yang 
dihasilkan dan terjadinya nsikc tersebut. 

Analisis risiko menggunakan fonnulir Analisis Ris1ko 
sebagaimana Fonnat 3. 

Matnks Tmgkat Kemungkinan terjadinya risiko dapat 
dilihat pada Format 4. 

Sedangkan Mattiks Tingkat Dampak yang d1hasilkan dari 
terjadinya risiko dapat dilihat pada Format 5. 
Analisis rislko pentmg untuk mengetahui level/tingkat nsiko dan 
prioritas penanganan nsiko oleh Perangkat Daerah 
Menyusun tindakan pengendalian yang seharusnya ada. 
Setelah memiliki data level/tingkat risiko, tahapan selanjutnya 
adalah mendokumentaerkan seluruh Kegiatan Pengendalian yang 
drburuhkan untuk pengendalian atas risiko yang teridentifikasi, 
bark tmdakan yang sudah dilakukan maupun belum dtlakukan. 
Kegiatan Pengendalian yang dtbutu hkan termasuk Kegietan 
Pengendalian yang sudah ada/dilakukan maupun yang belum 
dilak.ukan oleh Perangkat Daerah. Mengenali Pengendalian yang 
Ada/Terpasang Tahapan mi bertujuan mendokumcntasikan apa 
yang telah dibuet (ada/terpasang) oleh Perangkat Daerah dalam 
mengendahkan risiko yang teriden tifikasr. 
Mengevaluasr Pengendahan yang Ada/Tcrpasang 
Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendahan 
yang telah drbuat (ada/terpasang) untuk mengelola nsiko 
tertentu sudah cukup dan efektif. 



D. Prinsip Penerapan Penilaian Risiko 
1 Patuh terhadap Ketentuan peraturan perundang-undangan 

Rieiko-risako utama yang harus mendapat perhatran yaitu risiko 
ketidakpatuhan terhadap berbagai Ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
Oemikian pula Jangkah-langkah pengendalian risiko juga harus 
memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang- 
undangan. 

2. Berorientas1 Jangka Panjang 
Pengendahan risiko tidak hanya untuk mengatasi risiko-risiko 

Jangka pende.k tetapi juga harus mempertimbangkan 
kemungkman dan dampaknya secara jangka panjang. 

3 Berimbang 
a. Keputusan yang drarnbil dalam penerapan Pemlaian Risiko 

harus memperhat1kan kepentlngan pemangku 
kepentingan (stakeholder) secara berimbang dan udak 
mendahulukan pemangku kepentingan (stakeholder) 
tertentu; dan 

b. Dalam proses Peruteian Rtsiko dan 
langkah-langkah pengenda.liannya harus memperhatikan 
bahwa luaya pengendalian riarko tidak boleh lebih besar 
dan konsekuensi rtstkc itu sendm. 

II. STRATEGI PENERAPAN PENlLAlAN 
RISIKO A. Strategi Penerapan Penilaian 
Riarko 

Berdasarkan karakterisbk, tugas, fungsi, risik.o yang dihadapi 
serta kondisr lingkungan pengenda.lian yang dthadapi set.lap 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemenntahan Kabupaten Gowa, 
maka etrategr penerapan Penilaian Risiko meliputi: 
I Melakukan penilruan nsiko dan pengendahan risiko atas 

Kegiatan Utama pada Perangkat Daerah yang mempunyai 
dampak negatif yang signifikan terhadap pencaperan tujuan dan 
sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen 
Renstra dan Perjanjian Kmerja Kepa.la Perangkat Daerah; 

2 Kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat 
kegiatan pengenda\ian yang terencana dan terukur untuk 
menjaga terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan; 

3 Menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputl sumber daya 
rnanusia dan mfrastruktur untuk pengenda\ian neiko; 

4 Mengintegrasikan Penilaian Risikn dalam perencanaan, 
pelaksanaan, penanggungjawaban program dan kegialan untuk 
mencapai tujuan scna sasaran yang telah ditetapkan; dan 

5. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk 
perbaikan pada saat pe\aksanaan, pertanggungjawaban, alau 
untuk bahan perencanaan berikutnya 

B. Kebijakan Skala Ristko 
I. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi 

atau dampak risiko dan kemungkinan terjadinya rieiko; dan 
2 Tingkat konsekuensr dan tingkat kemungkinan terjadmya 

risiko menggunakan 5 tingkatan (level). 



Ill. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RlSIKO 
Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risrko terdiri dan 5 
tahapan, dimulai dari Penyusunan Daftar Tujuan sampar penyerahan 
Dokumen Perulruan Risiko kepada Bupati pada saat penandatangan 
Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yrutu: 

A. Tahapan Penyusunan Dafiar Tujuan atas Kegiatan Utama 
Perangkat Daerah 
Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan 
Kegratan Utama Perangkat Daerah sebagaimana Format 1. 

Tahap Penyusunan Daftar Tujuan etas Kegiatan Utama Perangkat 
Daerah terdrri den kegiatan 
1 Mengidennfikaei Sasaran Strategis Perangkat Daerah. 

Sasaran Startegis Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat 
dalam dokumen-dokumen benkut tru 
a. Sasaran·sasaran yang dnetapkan dalam dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Pemcnntah Kabupaten Gowa; 

b. Togas dan fungsi Perangkat Daerah 
ditetapkan oleh Peraturan Kabupaten Gowa, 

c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPDI, 
d. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; 
e. Renja Perangkat Daerah, 
f Dokumen Perjanjtan Kmerja (PK); dan 
g. Laporan Kmerja Perangkat Dacrah. 

2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah. 
Kegiatan Utama Perangkat Daerah pada dasarnya dapat 
diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut mi: 
a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 
b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, 
c Renja Perangkat Daerah; 
d Dokumen Perjanjian Kinerja (PK); dan 
e laporan Kinerja Perangkat Daerah. 

3. Menyusun Daftar Tujuan atas Kegratan Utama Perangkat 
Daerah Langkah kerja Peneyusunan Tujuan Kegratan 
Utama pada Perangkat Daerah adalah sebagai bertkut: 
a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab 

penerapan Penilman Rraiko mengmsrrukerkan eecara 
tertubs kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya 
untuk menyusun Daft.aT Tujuan ates Kegiatan di maaing 
masmg unit (bidang/bagian di Perangkat Daerah); 

b. Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan 
Utama dimasing-masing unit dilakukan dengan melibatkan 
sebanyak mungk.in persoml di mastng-masmg unit yang 
memahruru Kegiatan Utama Perangkat Daerah; 

c. Mekarusme penyusunan Daftar Tu.Juan atas Kegiatan Utama 
dimasing·masing umt diutamakan melahn Focus Group 
Discu.sion (FOO); 

d. Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di 
masmg-masmg umt diumdatangani oleh masmg-masmg 
Pejabat eselon 3 untuk dikurnpulkan di Sekrctaris/Kepala 
Bagtan Perangkat Daerah; 

yang 



Ada kemungkman bahwa pengendahan yang sudah dirancang 
dengan baik namun ndek dapat berjalan/bekerja efektif 
sebagatmana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas 
pengendalian perlu dtlakukan untuk menentukan apakah 
keudakefektifan tersebut disebabkan kettdakcocokan atau 
ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat 
pelaksanannya. 
Dalam tahapan int akan ada 4 kemungkman celah yang 
teridentifikasi· 
a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan 

peraturan diat.asnya; 
b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan 

kedalam prosedur baku; 
c. Pengendahan belum ada sama sekali maka perlu 

dibuat/disusun Pengendahan terkalt, dan 
d Pengendalian sudah ada, telah memilikrydjjabarkan ke 

dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan. 
ldentifikasi Perbaikan Kegratan Pengendalian 

Langkah selanjutnya setelah celah pcngendalian yang ada dapat 
diidentifikasr adalah mcngidcnufikasi kegiatan pengendalian 
yang cocok dalam rangka perbaikan pcngendalian. Tahapan int 
harus mempertimbangkan cost and benefit dan tidak 
memmbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan 
(pcngendahan harus melekat di dalam proses hrems]. 
Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 s.d 5 ada 
pada Format 6. 

6 Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 
Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengcndahan risiko 
dapat tendentifika.si tahap berikutnya adalah penyusunan 
Dokumen Rencana Tindak Pengendahan (RTP). 

Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendaban 
(RTP)' 
a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan 

Pcmlaian Rreiko mengtnetrukeikan secara tertulis kepada 
seluruh pejebat struktural di bawahnya untuk menyusun RTP 
atas Kegiatan Utama di masrng-masing unit; 

b Kegiatan penyusunan RTP atas Kegiatan Utama dr 
masmg-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak 
mungkin personil di masing-masmg unit yang rnemahami 
Kegiatan Utama Perangkat Daerah, Risiko atas kegiatan Utama 
dan cara penanganan risiko; 

c. Mekanisme penyusunan RTP atas Kegiatan di masing-masmg 
unit diutamakan melalui Focus Group Discusion (FGD); 

d. Dokumen RTP yang dihasilkan di masmg-masmg 
umt ditandatangani oleh masing-masing Ptjabat eselon 3 untuk 
dtkumpulkan dr Sekretaris Perangkat Daerah; 

e Dokumen RTP yang dihaerlkan di masing-masing unit kemudian 
dibahas dr ungkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan 
perbaikan; 

t. Dokumen hasil anaheis Risiko atas Kegiatan yang 
sudah diperbaiki selaajutnya ditandatangani oleh masing-masmg 
pejabat eselon ][J dan kepa!a SKPD; dan 



g Dokumen RTP (bersama dengan DaftaT Tuj'uan dan Daftar 
Ris1ko) 
merupakan salah kelengkapan atas Dokumen RKA·Perangkat 
Daerah yang diserahkan kepada TAPD. Formulir RTP dapat 
dilihat pada Format 7. 

D. Tahapan Revtu Dokumen Penilaian Risiko oleh lnspektorat. 
I. Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, 

Daftar Ristko dan Dokumen RTP merupakan kelengkapan dari 
dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan oleh Kepala 
Perangkat Daerah kepada TAPD; 

2 Jne.pektorat, bersamaan dengan kegiaten Rev1u atas RKA· 
Perangkat Daerah juga melakukan reviu ataa Dokumen 
Penilaian R1siko; 
Hasil reviu dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan 
atas Dokumen Penilaian Risiko; 

3 Draft Dokumen penuaran Ristko dapat dtperbaiki sesuai 
dengan pengesahan RAPBD menjadr APBD 

E. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilruan Risiko kepada Bupati 
I. Setelah pengesahan APBD, seluruh Kepala Perangkat Daerah 

harus memfinalkan Dokumen Pemlaian Risiko yang akan 
diserahkan kepada Bupati; 

2. Dokumen Pemlaian R1siko yang ditandatangani o\eh Kepala 
Perangkat Daerah dtserahkan kepada Bupati melalui lnspektorat; 
dan 

3 Penyerahan Dokumen Penilaian Ris1ko dllaksanakan pada saat 
penandatanganan dokumen perjanjran kinerja kepala Perangkat 
Daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
dokumen pelaksanaan (DPA) diterima oleh kepala Perangkat 
Daerah. 

IV. PELAKSANAAN RTP 
I Dokumen Pemlaian Risiko harus segera dikomurukasskan 
kepada sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah. 
2. Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen RTP menjadi 
acuan pelaksa.naan atas Kegiat.an Utama Perangkat Daerah. 
3. Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan RTP 
yang ditujukan kepada Bupab melalui Jnspektorat paling lambat akhir 
bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan Format 8 
dan Lampiran 9. 

V. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RTP 

Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan 
reviu untuk memastikan bahwa dokumen RTP telah ditaksanakan 
scsuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbarkan 
atas Dokumen RTP 



VI. EVALUASI ATAS PEL.AKSANAAN RTP 

Evaluasi atas pclaksanaan RTP dilakukan oleh Jnspcktorat Kabupalen 
Gowa dengan menggunakan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh 
lnspcktur. 

BUPATI OOWA., 

AD!IAN PURICHTA ICHSAl'f YL 
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